Yo

Sl e 36 e 1

4

e

it g

DRAF RAPERDA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PLRATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOK ....... TAHUN ...
TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL SURABAYA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA

a. buhwa dulam pembangunan daerah Kota Surabava. tenaga kerja

lokal mempunyai peranan dan kedudukan vany sangal penting
sebagai modal dasar, pelaku dan tutuan pembangunan.

bahwa untuk meningkatkan peranan tenaga kerja lokal. periv
dilakukan periindungan secera terpadu dan berkelaniunin vang
melipuli pemberdayazn. penempatan. perluasan kesempatan keria
pembinaan dan pengawasan auna meninekatlkan Kinerip, i
sang dan Kesejabteraan Jasvarakat,

Bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimena dimaksu.d ciilan
huruf a dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Dacrah tentang

Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabava

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1050 tentar ¢ Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Ja -u Timu, 7 Jawa
Tengah / Jawa Barzt dan Daerah Istimewa  Yogyakarta
scbagaimana telah diubsh dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tehun 19635 Nomor 63 tambalan

Lembaran Negara Nomor 2720 )
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Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 29) —

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2607 tentang Penanaman
Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor
67)

Uidang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor §2):

Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor £3589

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang We'ib Lapor
Ketenugakerjaan  dj Perusabuen, (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahur: 1981 Nomor 39)

Peraturan Peinerintah Nomor 31 Tahun 2006 teatang Sistem
Pelatihan Kerja Nasionei. ! »rabaran Negara Republik Indonesia
Takan 2006 Nomor 67)

Peraturan Presiden Nomor 271 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang —

Lindangan.

. Persturan Menteri Dalan, Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukai Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kot Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Orgunisasi Perangkal Duerah (Lembaran Daerah ¥ota Surabaya
Tahun 2008 Nomor § Tamrbahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 8}
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12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor-11 Tahun 2008 tentang
Urusan  Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA SURABAYA DAN

WALIKOTA SURABAYA

Memutuskan

Menetapkan © PERATURAN DAERAH TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL
SURABAY A

BAB1
KETENTUAN UMUM

PASAL

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

1.

-2

=W

A

Dacerah adalah Kota Surabaya.

Pemeriniah Dacrah adalah Pemerintah Kota Surabaya. AR
Walikota adalah Walikota Surabaya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD

Kota Surabaya.

Dinas Tenaga Kerja adalah SKPD Kota Surabava vang bertarzgung jawab &

terhadap urusan Pemerintahan di bidang kztenagakerjaan,



Y.

10.

H.

12.

13,

14.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melekukan ‘pekerjaan guna
menghasilkan barang can jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat.

Tenaga Kerja Lokal vang selanjutnya disingkap TKL adalah tenaga kerja yang
berasal damw/atau berdomisili di Kot Surabava yang dibuktikan dengan
kepemilikian Karty Tanda Penduduk (KTP) dan/atay Kartu Keluarga (KK) Kota
Surabaya.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang vang mengalami keterbatasan fisik,
intelektuan, mental. dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yvang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan,
Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih
bekerja “atapi ingin alilVpindzh pekerjaan vang harus mendaftarkan diri rada
Dinas Tenaga Kerja Suarabayz,

Warga sekitar adalah warga masyarakat atau penduduk Kot © wabara vang
berdomisili di sekitar perusahaan vang ada di wilayah Kota Surabaya.
Kompetensi Kerja adaiah kemampuar. kerja secara indivicu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampiian, dan sikap yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Kartu AK/I atau yang sering disebut karty kuning adalah kartu tanda bukti
bahwa pehcari kerja télah menduftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.

Pemberi Kerja adalah setiap pihak atas nama perusahaan dan/atau pribadi yang
membutuhkan tenaga kerja. "

- Pengu. aha adalah:

4. orang perseorangan, persekvtuin atar badan hulum vang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri-

b. oring perseorangan, persekutua wau badan hukum vang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahain milikaya.

C. orang perseorangan, persekutuan atan badan hukum yang berada di Kota

Surabayn mewakili perusat.aan dimaksud pada huruf a dan b diatas.
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16.

17.

18.

19,

21.

Perusahaan adalah : —

a. setiap bentuk usaha vang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta
maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/turuh dengan
membayar upah atau imbalan dalam “entuk lain,

b. usaha-usaha sosial dan usaha-nsaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dergar membayar upah atau iinbatan dalam
bentuk lain.

Pemberdayaan TKL adalah upaya memperkuat potensi vang memiliki TEKL

dengan memberikan kesempatan atav peluang serta memberikan dan/atay

meningkatkan dan/atan men gembangkan kompetensinya sesuai dengan standar
persyaratan pekerjaan yang diharapkan.

Pelatihan kerja adalah kesesuruhan kegiatwn untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan serta mengembangkan Lompetensi kerja, produktivitas, disiplin,

sik p dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuaj
de: gan dengan jenjang dan kualifikasi jubatan atau pekerjaan.

Lembaga pelatihan kerja vang selunjutnya disingkat LPK adalah instansj

pemerintahan dan swasta yang memenulu persyaratan untuk menyelenggarakan

pelatihan kerja.

Sertifikat pelatihan kerja adalak tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis

dan tinsiat Keterampilan vang dimilili atau dikuasai oleh sec orang sesuai

dengan standar perorangan pelatihan yang ditetapkan. )

Pemagangan adalah bagian cari sister. pelatihan kerja yang diselenggarakan

secara terpadu dan benjenjang antara relatihan di lembaga pelatihan dengan

bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau
pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau

keahlian tertentu.



22.

23.

25.

26.

Badan Nasiona! Sertifikasi Profesi yang selanjutnya%iselenggarakan BNSP
adalah lembaga yang mempunyai tugas raelaksanakan sertifikasi kompetensi
ketja, dan dapat memberikn lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi vang
memenuht  persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi
komvetensi kerja.

Pejabat Fungsionai Pengantar Kerja vang selanjutnya disingkat PFPK adalah
retugas fungsional vang niei-ksanakan kegiatan antar kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Surabaya.

Antar Kerja Lokal yang selanjwinya disinglat AKL adalah sistem penempatan
tenaga kerja antar Kabupaten/Kota daiam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah
penempatan tenaga kerja antar Provinsj d; wilayah Republik Indonesia.
Pengawasan Ketenagakeriaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BABII
AZAS DAN TUJUIAN

PASAL 2

PerlindunganTKL diselenggaraan berdasarkar, azas:

a. pengayoman;

b. keterpaduan;

c. kebersamaan; dan

d. keadilan,
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PASAL 3

Perlindungan TKL bertujuanuntuk:

a. memberdayakan dan mendayagunakan TKL secara optimal dan m:;
b.

nusiawi;
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TK.. yang sesuai

dengan kebatuhan pembangunan daerah;

mewujudkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara parusahaan dengan
warga masyarakat.

£ABIII
RUANG I INGKUP
FANAL 4

Ruang lingkup periindungan TKL meinuti :

. pem rerdayaan;

o

- Den¢ inpatan;

L]

. perluasan kesempatan kerja;

(w8

- pembinaan dan pengawasan.

¢. Sanksi administrasi.

BABV
PEMBERDAY AAN
PASAL 3

(1) Pemberdayaan TKL merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Segenap unsur masyarakat Kota Surabaya.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan SKPD yang terkait,



(3) Dalam rangka mendukun g pemberdayaan TKL, perusahaan wajib :
2. menyelenggarakan pemberdayaan kepada TKL dan/atau warga sekitar lokasi
perusahaan:
b. memberikan kesempatan kepada TKL vang bekerja di perusahaannya unuk
meningkatkan dansatay mengembingkan kompetensi dan karir kerjanva;
C. menvelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada TKL,

bagi perusahaun yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

PASAL 6

Pemberdayaan TK], yang dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan, yang
antara lain melalui :

a. pelatihan kerja;

b. pemagangaa;

¢. pembimbingan dan fasilitasi.

PASAL 7 ’

(1) Setiap TKL berhak mendapakan pelatihan kerja untuk memperoleh dan/atau
me.aingkatkan dan/atay meng aintangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
minz* dan kemampuannya.

(2) 2elat’han kerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), dapat diselengarakan oleh :
a. LPK Pemeriniah; atay
b CPK Swasta.

(3) Untuk dapat mengikuti pelatihan k=ja sebagaima.na dimaksud pada ayat (1)
peserta wajit memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program
yang akan diikuti.

(4) Feserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penyandang

disabilitas difasilitasi secara udil dan tanpa diskriminasi.
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(3)

ey

)

&)

(4)

(b

2

(3)

Peserta pelatthan kerja yang menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan
lulus, beshak mendapatkan sertifikat pelaiihan atau sertifikat kompetensi kerja,
bagi yang lulus uji kompetensi yeng dilaksanakan BNSP aiu Lembaga

sertifikasi profesi.

PASAL 8
Pemagangan sebagaimana dimaksud «alam pasal 6 huruf b, dapat dilaksanakan
didalam maupun di luar daerah Kota Surabaya.
Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta
pemagangan dengan pengusaha tempat magang, yang dibuat secara tertulis vang
diketahui dan disahkan oleh Dinas Tenaga K=rja.
Peserta pemagangan berasal dari:
a. pencari kerja;
b. siswa LPK: dan/atau
¢ tenmaga kerta yang ditingkation kempetensinya,
Pemagang vang tidak melalu: perjenjian pemagangan sebagatmana dimaksud
pada ayat (2), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi

pekerja/buruh dari perusahaan pemberi pekerjaan.

PASAL 9

Pembirzbingan dar fasilitasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan dapat
bekerja sama dengan pihak lain, baik dari unsur Pemeriatah maupun Swasta.
Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimalsud pada avat (1) memberikan
pelayanan pembimbingan, konsultasi, pemanduan. dan/atau pendampingan
kepada pencari kerja pemegang kartu AK/T etau kartu kuning.

Peticari kerja sebagaimana drmaksud puda ayat (2), mendapatkan pendampingan

dari PFPK sampai mendapatkan pekerjaan.

9



(1

(2)

(1)

2)

()

(4)

(1)

BABYV

PEMNEMPATAN
CASAL 10

Pencari kerja vang alan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus
terdaftar pada Dinas Tenaga Ketja, vang dibuktikan dengen kepemilikan kartu
~1K/T atau kartu kuning.

Pendaftaran Pencarj Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memudahkan 1inas lenaga Kerja mznyusun perencanaan, pemberdavaan

dan/atau penempatan tenuga kerja sesuai dergan kebutuhan pasar kerja.

PASAL 11
Setiap perusahaan wajib menyampaiken laporan lowongan kerja kepada Dinas
Tenaga Kerja dan mempublikasikan, setiap ada atau akan ada loworgan kerja di
perusahiaannya.
Setiap perusahaan wajib mencantumkan persyaratan kartu AK/l atau karty
kuning sebagai salah satu persyaratan ysnz harus dipenuhi oleh pelamar kerja.
Penyampaian laporan dan publikasi schogaimana dimaksud pada a’ it (1), paling
lambat 39 (tiga puluh) hari sebelum waktu pendaftaran kesempatan kerja.
Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimaana dimaksud pad:c avat (3), diann

oleh Dinas Tenaga Keria,

PASAL 12
Setiap perusahaan wajib mengutamakan TKL untuk mengisi atau menempati
lowongan kerja vang ada, aengan tidak mengesampingkan standar kompetensi

tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan atau jabatan.
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2

(3

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengisian atay penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara bertahap, yakni:

a. Pada 5 (lima) tahun pertama, paling sedikit 50% ¢ima puluh persen) dari
setiap lowongan kerja yang ada ciisi oleh TKL; dan

b. Pada tahun berikutnya, paling sedikit 75% {(twuh puluh l'ma persen) dari
setiap lowongan kerja yang ada diis: oleh TKL

Jika dalam pengisian atan penempatan TKI, sebagaimana pada ayat (2) tidak

terpenuhi, perusahaan dapat meneriria tenaga kerja dari luar daerah melalui

mekanisme AKL dan/atau AKAD, seteiah 1nendapatkan izin dari Dinas Tenaga

Kerja.

Setiap perusahaan wajib meuyampatkan laporan penerimaan atau penempatan

TKL kepada Dinas Tenaga lierja, pada setiap pengisian lowongan kerja.

PASAL 13

Setiap perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada TKL penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penvandang
disabilitas di perusahaannya secara adil dap tanpa diskriminasi.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik D¢ tah (BUMD)
yang berksdudukan di Daerah Kota Surabaya, wajib mempekerjakan TKL
penyandang disabilitas paling sedikiv 2% (dua persen) dari jumlah tenaga
kerjanya.
Perusahaan swasta yang berkedudukan di Daerah Kota Surabaya, wajib
mempekerjakan TKL, penyendang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen)
dari jumlah tenaga kerjanya.
Jika dalam pengisian  atay penerrpatan - TKL  penyandang  disabilitas
sebagaimana dimaksud paca &:at (2) dan (3) tidak terpenuhi, perusahaan dapat
menerima tenaga Kerja disabilitas dari luar daerah.
Badan usaha dan perusahaun sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3),
wa'ib menyampaikan penempatan TKu. penvandang disabilitas kepada Dinas
Tenaga Kerja setiap tahun.
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(1)

(2)

BAB VI

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

PaSAL 14

I emerintah  Daerah bertanyyung  jawab melaksanakan strategi periuasan
kesempatan kerja, baik didelain maupun dijuar hubungan kerja sesuaj dengan
kebutuhan pen gembangan di daerah.

Perluasan kesempatan kerja di [uar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melaly; penciptaan kegiatan yang produktif dan
berkelanjutandengan mendayagunakan potens; sumber daya alam, sumberdaya
manusia dan teknologi tepat guna

Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (2).dilakukaa melajy;
pola:

a. pembentukan dan pﬁmbinaan tenaga kerja mandiri:

b. penerapaniekaologi tepat guna;

€. wirausaha baru:

d. perluasan kerja sistem padat karya:

e. alih profesi:

f. pendayagunzan tenaga kerja sukacela: ata';

g pola lain yang dapat mendorong terciotanyaperluasan kesempatan kerja.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbul anya kesempatan kerja dalam bentuk

kegiatan produktif berupa peletihan Herbasis kompetensi dan kevvirausahaan

PASAL 15

Pemerintah Daerah menfasilitas; pengusaha dan lembaga keuangan b: k perbankan

Maupun non perbankan, untuk membantu dan memberikan kemudah: | bagi setiap

kegiatan masyarakat yang dapat menciptzkan atay mengembangkan perluasan

kesempatan kerja.
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(1)

(2)

(3)

(D

(3)

PASAL 16
Dalam rangka melaksanakan strategi perluasan kesempatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum
koordinasi.
Fembentukan forum koordinasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
melibatkanunsur Pemerintah Daerah aan masyarakatyang terdiri dari:
a. unsur Pemerintah Daereb berasal dari SKPD yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaar:, bidang peranaman modal, bidang industri,
perdagangan, koperasi, an UKM,dan

- b, unsur masyarakat berasal dari perwakilan asosiasi pengusaha di Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mepyenai pembentukan forum koordinasi sebagaimana

dimaksud pada :1yat (2). diatur dengan Peraturan Walikota.

BAR VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 17

Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah in;
dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan vang teluh
ditetapkan.

Pelaksanzan pemsbinaan dan peigdvasan sebueaimans pada avar (1). dilakuxan
oleh D[iras Tenaga Kerja dunfatau Tim T erpadu vang melibatkan unsur
Pemerintah Daerah, unsur pengusaha dan unsur yang terkait lainnya,

Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2). dibentuk dengan keputusan
Walikota.

13
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2

3

(4)

(1)

(2)

PASAL 18

Sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

ayat(1), diarahkan kepada: o '

a. TKL, baik yang oelum bekerja atau menganggur maupun yang sudah
bekerja:

b. perusahaan penerima danvatan penyvalur TKL;

¢. Pejabat dan/atay petugas dari SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan
perlindungan TKL: dan

d. peseorangan dan/atau lembaga lain yvang terkait dengan enyelenggaraan
perliadungan TKL.

Materi pembinaan dan bengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

meliputi segala hal yang berhubungan dengan:

a. pemberdayaan TKL;

b. penempatan TKL, termasuk di dalamnya TKI. penyandang disakilitas;

e. Perluasan kesempatan kerja; dan

d. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan perlindungan TKY.

Pembinaan dan pengawascn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

diluksanakan secara berkala da/atau wecara khusus.

Hasil pembinaan dan panqawasun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaporkan kepada Watiknta uniuk Aitindaklanjuti.

PASAL 19

Pemerintah Daerah dapat memberikar penghargaan kepada orang atan Lembaga
yang telah berjasa dalam perlindungan TKE..
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk

piagam, uang dan/atau bentuk lainnva.
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BAR VH]

SANKSI ADMINISTRAS]

PASAL 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan scbaca‘mana dimaksud dalam pasa} 5 ayat (3),

)

&)

pasal 8 ayat (2), pasal 1T avat (1), “2) dan (3}, pasal 12 avar (D). (3) dan (4,
serta pada 13 ayat (1), (2), (3). (4) din (5).dikenakan sanksi administras;i.

Sanksi administrasi sebageimana dimaksud pada avat (1) berupa :
4. teguran tertulis;

b. pembatasin kegiatan usaha;

€. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

¢ pembekuan kegiatan usaha; dan/atay

¢. pencabutan izin

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi adminisirasi diatur dengan Peraturan
Walikota. '

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 21

Pada seat Peraturan Daerah ini mulas berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan

petlindungan TKL di Kota Surabaya masih tetap berlaku sepanjang iidak

bertentangan dengan ketentuan 4alan. Peraturan Daerah ini.

15



3AB X
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 22
Peraturan pelaksanaan darj Peraturan Daerah mi, haris citetapkan paling lambat 6

(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah i diundangkan.

PASAL 23

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

A.gar setiap orang men etahuinya. memerintahian »engundangan Peraturan Daerah
g 3 peng g

ini dengan Penempatannva dalam Lembaran Dacrah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabava
pada tanggal ... ..

Walikota Surabava,

Tri Ri..ma Harini
Diundangkan di Surabaya

pada tanggal ... .

Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ... NOMOR
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PENJELASAN
ATAD
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PERLINDUNGAN TEN AGA KERJA LOKAL SURABAYA

L UMUM

I'embangunan daerah Kotz Surabaya vang telah mampu memacu kemajuan
perek momian daerah dan uenicgkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan
pesor + daye tarik hagi Orang juar daerah maupun luar avgen untuk datang mengadu
nasib, mencari pekerjaan, dan berkarya di Surabava, Hai tersebut, mengakibatkan
penawaran tenaga Kkerja menjaidi meningkar, persamgan  semakin  ketat serta
merupakan ancaman/tantangan bagi tenaga kerja lokal (TKL) untuk dapat bekerja
dan berkaryz secara layak di deerahr.ya sendiri,

Dalam pembangunan daerah Kota Surabaya, TKI, mempunyai peran dan
kedudukan yang penting, yaknj sebagai modal dasar, pelaku dan tujuan
pembangunan. Peranan mereka sangat diperlukan, karena berpengaruh  besar
terhadap keberhasilan pembanguuan daerah. terutama dalam bidang pembangunan
sosial ekonomi. |

Dalam ranela merberikan kesempatan dan peluany  untuk bekeria dan
berperan serta d ducrahnra sendiri. muka diperlukan reriindunzan terhadap TKI
Surabaya yang neiput pembercavaan, Jenempsatan, perfuasan kesempatan kena,
pembinaan  dan pengawasan - puna  meninghatkan kinerja, daya saing  dan

kesejahteraannya.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas. —
Pasal 2
hurof a,
Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah memberikan
pertindungan Kepada tenaga kerja lokai (TKL) surabava dalam
mendapatkan kesempatan kerja dan berpera  serta dafam
pembangunan di daerahnya sendiri.
huruf'b. _
Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah  bahwa
penyclenggaraar, nerlindungan  TKL dilakukan dengan
mengintegrasil:ar berbagai kepentingan. antara lain Pemerintah
Daerah, pengusa’a, tennga kerja, masyarakat,
huruf'c.
Yang dimaksu.j d:ngan “acas kebersamaan™ adalah bahwa antara
pengusaha dengan ‘er.agw kerja lokal {TKL) dan/atau warga sekitar
lokasi perusajiaan Irerupakan suatu kesatuan sosial vang hidup
bersama, saling mengist dan melengkapi serta saling membanty
dalam rangka me- vujudkan kesejahteraan bersama.
huruf d.
Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa penindakan
atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
mencerminkan keadilan yang proporsional.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1.

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dergan SKPD vang terkait adatah SKPD Kota
Surabaya vang mempun_ai kaitan tuzas.dan fungsi dengan segala
hal yang berhubungan Jengan perlindungan TKL, yang meliputi
pemberdayaan, penempatan,  perluasan kesempatan kerja,
pembinaan dan pengawasan.
Ayat (3).
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1).
Cukup jelas.
Avat 12)
HUSHNY
Yang dimaksud dengan LPK Pemerintah z lalah LPK milik
Pemerintah Daerch ota Surabava, dan/atau milik Pemerintah
Daerah Provinsi Jaasga Timur, dan/atau milik Pemerintah Pusat.
huruf'b, ]
Yang dimaksud dengan LPK Swasta adalah LPK milik
perusahaan dan/atau milik lembaga swasta lainya.
Ayat (3).
Cukup jelas.
Avat (4).
Cukuﬁjelas.
Avyat {3).
Cuku;ﬁjeias
Pasal 8
Ayat (1),
Cukup jelas.
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Avat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3),

Cukup jelas,

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasai 9
Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Avat (3).

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (]).

Cukup jeias.

Avai {2y

Cukup jelas.

Pasa} 11
Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2),

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.
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Pasal 12

Ayat (1).

Dalam hal mengutama'an TKL untuk -mengisi. atau menempati
lowongan kerja yang ada di perusahaan, dapat berdasarkan kategori
wilayah tempat tinggal TKL dari lokasi perusahaan, yaitu :

1) Dalam wilavah lingkaran satu (Range 1) vaitu dalam wilayah
kelurabat, dimana lokasi perusahaan berada.

2} Dalam wla ah lingkaran dua (Range IT} vaitu diluar wilayah
satu.tetapi dalam wilavah kecamatan dimana lokasi
perusahaan berada.

3) Dalam wiluyah lingkaran tiga (Range 1) vaitu diluar wilayah

dua, tetapi dalam wilavah kota Surabaya,

Ayat (2).

Pengisian dan penempatan TKL secara bertahap, dimaksudkan
untuk  memberi kesempatan  kepada pengusaha melakukan
penyesuaian.  Disamping ity untuk memberikan kesempatan
Pemerintah Daerah dan/atau meningkatkan dan/atay
mengembungkan  kompetens; TR sesuat  dengan  standar
persyaratan pekerjaan.
huruf o
-Yany dimaksud desgan - thime) rahun pertama adalah pada
kurun waktu 5 {lina) tahun vang dihitung mulai tanggal
diundanglanya Peraturan Daerah inj
- Pada kurun wakty tersebut, setiap ada lowongan kerja atau
penerimann tenaga kerja di perusahaan, paling sedikit 50%
(lima puluh persen) wajib diisi atay ditempati oleh TKL untuk
setiap jabatan atau pekerjaan vang diisi.
huruf'b,
-Yang dimaksud dengan tahun berikutnya adalah pada tahun-
tahun setelah masa 3 {lima) tahun pertama sebagaimana

dimaksud pada huruf a,
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- Pada kurun waktuy tersebut, setiap-ada lowongan kerja atan
penerimaan tenaga kerja di perusahaan, paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) wajib diisi atau & empati oleh TKL
untuk setiap jabatan atan pekerjaan yang diis |
Ayat (3).
Cukup jelas.
Avat (4).
Cukup jelas.
Pasal 13
Avat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Cukup jelas,
Ayat (4).
Cukup jelas.
Aval (3).
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Cukup jelas.
Avat (=),
Cukup jelus.

Pasal 15
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Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)_.
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas,
Avat (3).
Cukup jelas.
Pasal 17
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2).
Cukup jelas.
Ayat {3).
Cukup jelas.
Pasal 18
Avat (1).
Cukup jelas.
Ayal (2).
Cukup jelas,
Ayat (3).

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan secara khusus

pembinaan dan pengewasan yang  dilakukan sewaktu-wety

berdasarkan  laporan ~engaduan  masyarakat, ada

pelanggaran aturan, dan/atauy adanya kejadian-kejadian khusus vang

perlu segera ditindak lanjuti.
Pasal 19
Ayat (1),
Cukup jelas.
Ayat (2).
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Cukup jelas.

Pasal 20
Avat (1),

Cukup jelas.

Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Cukup jelas.
Pasal 2]
Cukup jelas,
Pasal 22
Cukup jelas.
Jasal 23

Cukup jelas.
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